NOTULEN RAPAT
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik
BPVP Kendari

Hari/Tanggal: Selasa, 10 Februari 2026 
Waktu: 09.00–11.30 WITA
Tempat: Ruang Rapat BPVP Kendari
Agenda: Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik serta tindak lanjut penguatan layanan informasi publik BPVP Kendari, termasuk fungsi PPID, publikasi informasi, dan pengelolaan pengaduan.
Pimpinan rapat: Ketua Tim ZI
Notulis: Sekretariat Tim ZI  
Peserta: Kepala BPVP Kendari, Tim ZI, pengelola website, admin pengaduan, unsur PPID/petugas informasi, pejabat struktural terkait.
Latar belakang
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mewajibkan badan publik menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, menyediakan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, serta membangun sistem informasi dan dokumentasi agar informasi mudah diakses masyarakat.
	 Komisi Informasi juga menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi KIP bertujuan mengukur kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi secara efektif dan akuntabel, bukan sekadar kepatuhan administratif.
 Pada BPVP Kendari, website resmi telah menyediakan menu PPID, FAQ, berita, pengaduan, dan alur pelayanan, sehingga secara awal sudah terdapat fondasi kanal informasi publik yang dapat dievaluasi dan diperkuat.
Tujuan rapat
· Menilai pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik pada BPVP Kendari. 
· Mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang sudah ada dengan kondisi ideal menurut UU KIP dan praktik PPID badan publik. 
· Menyusun rekomendasi perbaikan, rencana tindak lanjut, dan bahan eviden ZI WBK/WBBM terkait aspek keterbukaan informasi publik. 


Hasil monitoring dan evaluasi
1. Kebijakan keterbukaan informasi publik
	Ditemukan bahwa BPVP Kendari telah menyediakan kanal informasi publik pada website resmi, termasuk menu PPID, FAQ, berita, pengaduan, dan alur pelayanan, yang menunjukkan adanya komitmen awal terhadap keterbukaan informasi publik. 
Namun, masih perlu dipastikan adanya kebijakan internal yang lebih formal dan spesifik di tingkat unit kerja, seperti SK penetapan PPID Pelaksana atau kebijakan layanan informasi publik BPVP Kendari, agar penerapan KIP tidak hanya berbasis praktik, tetapi juga berbasis dokumen kebijakan yang kuat.
2. Ketersediaan informasi publik
	Website BPVP Kendari telah memuat informasi umum seperti profil lembaga, berita, FAQ, standar pelayanan, dan kanal pengaduan, sehingga masyarakat sudah dapat mengakses sebagian informasi dasar layanan publik secara daring. 
	Meski demikian, masih perlu penguatan pada penyusunan dan publikasi Daftar Informasi Publik (DIP), klasifikasi informasi berkala, tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan, karena unsur ini merupakan kewajiban badan publik dalam rezim UU KIP.
3. Prosedur layanan informasi
	BPVP Kendari telah menampilkan alur pelayanan dan pengaduan pada website, yang merupakan modal penting bagi transparansi layanan. Akan tetapi, dari perspektif evaluasi KIP, masih diperlukan SOP yang lebih tegas tentang permohonan informasi, keberatan informasi, waktu layanan, formulir, dan pejabat yang bertanggung jawab agar standar layanan informasi dapat dibuktikan secara administratif dan operasional.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan KIP
[bookmark: _GoBack]Monev pelaksanaan kebijakan KIP di BPVP Kendari belum tampak terdokumentasi sebagai siklus evaluasi formal yang memuat indikator, rekap permohonan informasi, tindak lanjut pengaduan, serta penilaian kepatuhan terhadap standar waktu layanan. 
	Padahal, pendekatan monev KIP pada badan publik menekankan pentingnya pengukuran kepatuhan, efektivitas layanan informasi, dan bukti evaluasi berkala sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. 
Temuan utama
· Kanal informasi publik BPVP Kendari sudah tersedia melalui website, FAQ, berita, alur pelayanan, dan pengaduan.
· Kebijakan formal tingkat unit tentang KIP/PPID Pelaksana masih perlu ditegaskan dan dibuktikan secara dokumen.
· DIP, klasifikasi informasi, dan SOP layanan informasi publik perlu diperkuat.jdih. 
· Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan KIP perlu dibakukan secara triwulanan dan tahunan. 
Kesimpulan rapat
	Rapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik pada BPVP Kendari sudah mulai berjalan, terlihat dari adanya kanal informasi publik dan pengaduan yang dapat diakses masyarakat melalui website resmi. Namun, untuk memenuhi standar keterbukaan informasi publik yang lebih kuat dalam konteks evaluasi ZI, BPVP Kendari masih perlu membenahi dokumen kebijakan internal, DIP, SOP layanan informasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang terdokumentasi secara berkala. 
Rekomendasi hasil monev
1. Menyusun dan menetapkan SK tentang kebijakan KIP/PPID Pelaksana BPVP Kendari agar struktur tanggung jawab pelayanan informasi lebih jelas. 
2. Menyusun dan mempublikasikan Daftar Informasi Publik (DIP) beserta klasifikasi informasi secara berkala pada website resmi.jdih. 
3. Menetapkan SOP permohonan informasi, keberatan, dan pelayanan informasi publik, termasuk standar waktu dan formulir yang mudah diakses. 
4. Melaksanakan monev triwulanan pelaksanaan kebijakan KIP yang memuat rekap permohonan informasi, pengaduan, tingkat kepatuhan waktu layanan, hambatan, dan tindak lanjut. 
5. Mengintegrasikan hasil monev KIP ke dalam dokumen Zona Integritas sebagai bukti bahwa aspek transparansi dan akuntabilitas telah dikelola secara sistematis. 
Tindak lanjut yang disepakati
· Bagian umum/humas menyiapkan draft SK KIP/PPID Pelaksana.
· Admin website dan tim ZI menyusun konten DIP, SOP layanan informasi, dan formulir layanan informasi untuk dipublikasikan.
· Sekretariat ZI menyusun format monitoring dan evaluasi KIP triwulanan.
· Hasil tindak lanjut akan dibahas kembali pada rapat monev triwulan berikutnya.


